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BAB 1V
PENUTUP

1. KESIMPULAN

a)

b)

Produsen wajib bertanggung gugat atas kosmetika yang dihasilkannya
apabila produk yang dihasilkan merugikan kesechatan konsumen. Dasar
hukum yang digunakan pertama kali adalah 1365 BW, namun terdapat
kesulitan dalam hal pembuktian. Pada pasal 1365 BW beban pe;rnbuktian
dibebankan pada konsumen. Dengan hadimya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) terutama pasal 19, maka konsumen
dapat menggugat produsen dan beban pembuktian dibebaﬁkan pada
produsen. Dan sebagai tindakan preventif, pemerintah, masyarakat dan
lembaga swadaya masyarakat tetap harus. melakukan pengawasan terhadap
produsen.

Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen kepada produsen dapat
didasarkan pada perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.
Untuk pembuktian wanprestasi dapat dikaitkan dengan adanya suatu
jamianan yang diberikan produsen kepada konsumen, sedangkan tanggung
gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum dapat dikaitkan apabila
jaminan lampau waktu. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara
konsuemn dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui BPSK dan melalut
pengajuan gugatan ke Pengadilan Negerei di tempat kedudukan

konsumen.
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2. SARAN

a)

b)

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul akibat pemakaian
kosmetika yang tidak sesuai dengan stadart mutu kesehatan ini pemerintah
diharapkan lebih memperketat dalam memberikan ijin edar kosmetika.
Pengawasan pemerintah atas beedarnya kosmetika juga harus lebih
ditingkatkan dan pemerintah juga harus lebih tegas menindak pelaku nsaha
yang metakukan kecurangan sehingga merugikan masyarakat. Masyarakat
sendirt yang bertindak sebagai konsumen juga diharapakan lebith berhati-
hati dalam memilih jenis kosmetika.

Pemerintah melalui BPOM dapat lebih mensosialisasikan jenis dan bahan-
bahan apa yang terkandung dalam kosmetika yang dapat merugikan

kesehatan masyarakat,






